BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 4! TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TA

HUN 2017

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOANWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KONAWE,

a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu
disesuaikan kembali guna mendukung pengembangan proses
pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan
Penyelenggara Negara yang ada saat ini;

bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara adalah Pejabat
Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau
yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat pubfik
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
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Mengingat  : 1. i’a;al 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Riggarw Fop

ndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang P embentugf‘,z

: y Negara Repubil
Daerah Tk. 1I di Sulawesi (Lembaran Lembaran
INndonesia Tahun 1959 Nomor 7":2,2)'1‘3“‘b"‘han
egara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tt
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas d'arl[ dor::gsié
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indo blik
Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Repubi
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang No)mor 6 Tahun 2014 tentm;lg
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I:ahun 201
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik !ndqnesm
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indor):esia
Tahun 2020 Nomor 572);
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Ta?u%;’?;g
tentang Pembentukan dan Susunan Perangha Konawe
Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabup.a‘;’“h dengan
Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telalt 40 ?’ bahan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang egu Tahun
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe O t Daerah
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka i2 a i
Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten #om
Tahun 2021 Nomor 257);
Peraturan Bupati Nomclr 60 Tahun 2022 tentang Pembathain
Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara d}llngkungg
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe (Berita W)
Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 584)

11.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun
2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe (Berita

Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 584) diubah
sebagai berikut:

1. Diantara Angka 7 dan Angka 8 BAB I Pasal 1 disisipkan 5
(lima) Angka yakni Angka 7A, Angka 7B, Angka 7C, Angka 7D
dan Angka 7E sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;
1. Tetap.
2. Tetap.
3. Tetap.
4. Tetap.
S. Tetap.
6. Tetap.
7. Tetap.
7A

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7B  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain yang dibantu p

: erangkat
Desa sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
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7C  Kepala Desa adalah pejabat peme“nta‘h de

i untuk
mempunyai wewenang, tugas dan keﬁ?;:na;a dan
menyelenggarakan rumah tangga dan i
!(;'nelaksanakan tugas dari pemerintah
aerah,

7D Staf Khusus adalah staf khusus .yang bertugzrsl
memberikan saran, masukan, pertlmbanaﬁanﬁaerah
rekomendasi kepada Bupati dan Peranilf Daerah
tl::tuk percepatan ~ pembangunaf i

rdasarkan Visi Misi. N

7E  Ajudan adalah pegawai/orang yang dltunJdegrr:;gz
mengurus segala keperluan yang berhubungar
tugas Bupati dan Wakil Bupati.

8.  Tetap.
9.  Tetap.
10.  Tetap.
11.  Tetap.
12, Tetap.
13. Tetap.
14, Tetap.
15. Tetap.
16. Tetap.
17.  Tetap.
18. Tetap.
19. Tetap.
20. Tetap.
21. Tetap.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Penyelenggara Negara di daerah wajib menyampaikan
LHKPN .
(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Pejabat Eselon II;
d. Pejabat Eselon III;
e. Kepala Desa;
f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
g. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
h. Auditor, Pejabat Pengawas

Urusan Pemerintahan
Daerah;

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
Pejabat Badan Usaha Milik Daerah;
Staf Khusus;
Ajudan; dan
. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan komisi
pemberantasan korupsi.
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(3) Staf khusus dan ajudan sebagaimana dimaksud ayat (2)
huruf k dan huruf 1 adalah staf khusus dan ajudan yang
ditunjuk atay ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau
berdasarkan perjanjian kontrak kerja yang sumber
Pembiayaan melalui APBD Kabupaten Konawe.

p Pasal Il y
eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang?n
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta
Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, ©F Movember 2023

Pj. BUP%TI KONAWE,

H. HARMIN RAMBA

Diundangkan di Unaaha B i
pada tanggal, 07 November 2023 .
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